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ABSTRAK
PERJANJIAN ASURANSI
(STUDI KOMPARASI TERHADAP METODE PENGAMBILAN
KEPUTUSAN HUKUM MENURUT PERSIS DAN NL)

Pcﬁ;embangan sistem pengembangan ekonomi dalam berbagai bidang berkait
dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan tehnologi di antara perkembangan
tersebut adalah perjanjian asuransi. Dalam perjalanan sejarabnya, perjanjian
asuransi adalah sistem yang lahir, tumbuh dan berkembang dari peradaban Barat
dengan karakteristiknya yvang khas. Pada perjalaan selanjuinya, perjanjian asuransi
ternyata menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi dunia Islam saat
ini. Hal ini dikarenakan walaupun sistem asuransi fersebut tidak bersumber dari
ajaran Islam, pada kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang merespon secara
positif. Setidaknya pelanggan nasabah asuransi sebanyak 12% dari jumlah total
penduduk Indonesia.

Ketika dalam Islam setiap perbuatan manusia mempunyai dimensi hukum
dan perjanjian asuransi di dalam sumber hukum utama yang berupa al-Qur’an dan
al-Hadis tidak diterangkan secara jelas dan sama sekali tidak disinggung dalam
khasanah pemikiran hukum Islam klasik, maka adalah menjadi tanggunjawab para
intelektual hukum Islam kontemporer baik secara personal maupun secara jama ‘i
untuk berijtihad dan memberikan fatwa kepada orang yang berdiri dibelakangnya.

Dalam konteks Indonesia perianjian asuransi telah sedikit banyak
disinggung status hukumnya oleh pakar hukum Islam, baik secara mandiri
maupun vang berijma’ dalam payung organisasi keagamaan. Misalnya Persis,
organisasi yang selalu mengembalikan permasalahan hukum secara langsung
kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana lazimnya para pembaharu Islam,
padahal perjanjian asuransi tersebut tidak tersurat dalam kedua sumber tadi
Sedangkan Nahdlatul Ulama, organisasi yang bercorak tradisionalis. dalam
pengambilan hukumnya tidak pemah lepas dari kerangka bermazhab, apakah
perjanjian asuransi telah termuat dalam kitab-kitab karya imam-imam mazhab?.
Fenomena tersebut di atas ternyata menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.

Kajian ini bersifat deskriptif-komparatif sedangkan pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan berusaha
menjelaskan tentang status hokum, asas-asas hukumnya serta nilai-nilai dasar
perjanjian asuransi, dengan melihat metode pengambilan keputusan hukum Persis
dan NU dilihat dari prespektif hukum Islam yang kemudian membandingkan
keputusan-hukum asuransi tersebut dengan cara mengurai-data vang terkumpul,
sehingga dapat ditarik kesirapulan.

Berdasarkan metode vang digunakan di atas, maka terungkaplah bahwa
keputusan hukum tentang asuransi dari Persis maupun NU, sama-sama melakukan
proses pengambilan hukum dengan metode dan memfungsikan al-Qur’an dan as-
Sunnah sebagai sumber hukum. Perbedaannya Dewan Hisbah menggunakan al-
Qur’an secara langsung sebagai argumen dalam memberikan keputusan, dalam
arti cenderung tekstual. Sedangkan Bahtsul Masail dalam memberikan keputusan
lebih cendrung membangun kerangka keputusan yang dibangun berdasarkan
kaidah figh maupun kaidah usu! figh yang pada akhirnya bermuara pada al-Qur’an
dan as-Sunnah disamping mempergunakan aspek politik, sosial, ekonomi, budaya,
hukum positif dan dasar ajaran ahly as-sunnah wa al-jama’ah sehagal bahan
pertimbangan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

- Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Hursf Latin
\ Tidak dilambangkan 5 1
o i 5 ?
w2 { ii “
z i 2 f
- h & q
- kh 2 k
5 d J 1
3 z ¢ m
B T J i
J £ v w
o § — h
o sy ¢ ’
S & ¢ y
0P d

vi



2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin MNama
J— Fathah a a
—— Kasroh i i
&
Dammah u i
Contoh:
38 - kataba 2y - yazhabu

Jew swila S5 - 7ukira

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(8 Fathah dan ya ai adani
o Fathah dan wawu au adanu
Contoh:

S - kaifa J 9> —haula
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(§ ~w Vo Fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas
Maksurah
& Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
ﬁ —
S damimah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:

JG - gala &; - gila
(s*) - Tama JsA2 - yaquiu

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
a. Ta Marbutah hidup
Ta” marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transiiterasinya adalah (1),
b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah (h)

Contoh: dsbs- Talhah

viii
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c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah ditkuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: &4 &2 55 - raudah al-Jannah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah terscbut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: L3 - rabbana

;-83 - nu’imma

Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu “JV’. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang ditkuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang vang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : J—*jj‘ — ar-rajulu

-

8swll — as-sayyidatu

Y

X



7.

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti oleh huruf syamsivah maupun huruf gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda

sambung (-)

Contoh: v-iﬂ - al-galamu SO _al-jatalu

E,J@s - al-badi’u

Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah vang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
55.3-53 - syai’un & el - umirtu
ool - an-nav’y Syl - ta’khuztna

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik i1l (kaia kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata terfentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengtkutinya.
Contoh:

i 3o sd A Oy - Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin



O 5l J-;-gﬁ f 40 ji-é - Fa ‘aufu al kaila wa al-mizana
9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama dint
itu didahului oleh kata sandang, maka vang ditulis dengan huruf kapital tetap

harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh ;

J oy Y Kezls 9 - wa ma Muhammadun illa Rasul

UuL‘.U @:«9 9 S Jy_g? JI - inna awwala baitin wudi’a 1i an-nasi

Penggunaan huraf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain schingga ada kata lain sc¢hingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

P ct% 9 a0 Jy 20 - nasrun minallahi wa fathun qarib
{:te’.* oY)l - lillahi al-amru jami’an

10. Bagi mercka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahikan dengan ilmu tajwid.

xi
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KATA PENGANTAR
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Dengan nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
segala puji bagi Allah swt seru sekalian alam. shalawat dan salam semoga tetap
pada junjungan Nabi besar Muhammad saw. Berkat rahmat, taufik serta hidayah-
Nya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “Perjanjian Asuransi
(Studi Komparasi Terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Menurut
Persis dan NU)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada
Fakultas Syari’ah jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga.

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari
bantuan dan bimbingan berbagai pihak yang ikut terlibat di dalamnya baik yang
berupa saran dan bimbingan maupun berbentuk materi ataupun moril. Untuk itu
dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MLA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah
beserta staf-stafnya vyang telah memberikan kesempatan dalam
penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. sebagai pembimbing 1 dan Bapak Drs.
Kholid Zulfa, M. Si. sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran
mencurahkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk membimbing dan

memberikan petunjuk dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
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_ Tbu Drs. Siti Fatimah, M. Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah
membeﬁkan bimbingan dan persetujuan dalam penyusunan skripsi ini.

. Sepenap bapak dan ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu bagi
penulis selama kuliah disini.

. Para pengasuh dan guwru-guru di Salafiyah, Miftahul “Ulum, Al-
Lugmaniyyah dan lainnya yang tidak tersebutkan atas pencerahan yang
diberikan dengan tanpa pamrih duniawi.

. Kedua orang tuaku terhormat yang telah banyak memotivasi agar segera
menyelesaiakan skripsi dan dukungan baik moril maupun materil, serta
dukungan dari saudara-saudaraku tersayang.

. Teman-teman Al-Lugmaniyyah beserta EfKaBe-nya, IMAKTA, Absurd
communify, komunitas Zalaf dan dr. Heti Hidayah atas motifasi, inspirasi
dan kegelisahannya.

Akhiraya, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

dari sempurna. Kritik konstruktif dibarapkan menjadi lembut suara yang dapat

menyapa penyusun sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatifitas

berikutnya, Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan

ini, diharapkan terdapat manfaat didalamnya sebagai mazra ‘atu al-akhirat.

Yogyakarta, 10 Maret 2006 M
10 Safar 1425 H
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NIM: 01360834
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebangkitan kaum Muslimin Indonesia pada awal abad dua puluh ditandai
dengan munculnya gerakan keagamaan. Seiring dengan munculnya gerakan
keagamaan tersebut muncul pula perbedaan pendapat di antara sayap yang
menghendaki pembaharuan dalam beragama tanpa terikat dengan mazhab, atau biasa
disebut Islam modernis dengan sayap yang berpegang teguh pada tradisi ibadah dan
ajaran mazhab, sayap ini biasa disebut Islam tradisionalis.’ Setidaknya sayap
modernis adalah al-Irsyad, Muhammadiyah dan Persis, adapun sayap tradisionalis
adalah NU, Perti dan PUL’? Sedangkan munculnya organisasi-organisasi keagamaan
tersebut tidak hanya bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga dakwah
dan pendidikan serta pembinaan para jamaalmy:;}.‘Tj

Salah satu organisasi yang berdiri pada awal abad ke-20 adalah Persis.
Organisasi yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 12 September 1923 di
Bandung ‘ini bukan banya sekedar berdiri tanpa cita-cita, melainkan organisasi
militan yang teguh memegang cita-cita kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.*

Jam'‘iyyah ini termasuk organisasi Islam tertua di Indonesia yang dikenal dengan

! M. Masyhur Amin, NU dan Ijtihad Politik Kenegaraanmya, (Yogyakarta: Al-Amin Press,
1996), hlm.37-38.

2 Haikal, “Sayap Pembaharuan dan Tradisionalis Islam (Mitos atau Realitas?)”, dalam Jurnal
al-Jami’ah, Volume 38, No.2 tahun 2000, hlm. 417. Bandingkan dengan Rumadi, “Pembentukan
Tradist Fukum Islam”™ dalam Jurnal Taswinl Afkar, him. 72. edisi No. 4. 1999,

* Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS, (Jakarta: Logos, 1999),
him. 1.

4 Abu Al-Ghifari, "Sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam”, dalam Shiddig Amien, (ed.),
Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam, (Bandung: Persis Press, 2001), - 3.
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keteguhan, kegigihan dan kedisiplinannya dalam melakukan purifikasi (pemurnian)
ajaran Islam dengan merujuk langsung kepada sumber utama Islam (magadir ol-
ahkam) yang berupa al-Qur'an dan as-Sunnah. Ide purifikasi tersebut tertuang dalam
Anggaran Dasar Persis pada Bab I Pasal 2, yang berbunyi jama %yyah mengamalkan
akidah dan syari'ah Islam menurut al-Qur'an dan as-Sunnah.’

Akan tetapi sebagaimana masyarakat Islam lainnya, tidak semua warga Persis
memiliki kemampuan yang memadai dan mumpuni untuk memahami gjaran
keagamaan yang tertuang dalam kedua sumber tersebut, oleh karena itu peran ulama
yang tergabung dalam Majlis Ulama Persis® mempunyai peran yang sangat penting,
terutama untuk melahirkan pemikiran keagamaan yang murni sesuai dengan tuntunan
al-Qur'an dan as-Sunnah.

Gagasan purifikasi tersebut tampaknya sulit dilakukan oleh Persis, seiring
dengan munculnya persoalan yang kian hari kian bertambah dan akan terus
berkembang mengikuti zaman. Sementara teks-teks menunjukkan keterbatasannya
dan kehidupan terus berlangsung dan tak terhitung (on-nusus gad intahat wa al-
waqa'i la tantahi). Disamping kekayaan | khasanah pemikiran hukum yang
diformulasikan dalam berbagai bentuknya scjak zaman klasik sampai modern ini,
semakin tidak mudah fagi mereka untuk tidak kelvar dari pemikiran para ulama

pendahulu. Dengan kata lain, walaupun secara fungsional para ulama Hisbah

® Pusat Pimpinan Persatuan Islam, Qomun Asosi Qomun Dakhili PERSIS, (Bandung: PP
PERSIS, 1991), him. 23.

® Untuk selanjutnya Majlis Ulama diganti dengan Dewan Hisbah melalni Muktamar
kedelapan Persis tahun 1967. Lihat Dadan Wildan, Pasang Surut Geralom Pemboharuan Iskam di
Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (PERSIS), cet. ke-1, {Bandung:
PERSIS, 2000), him. 176.

7 Husain Muhammad, "Tradisi Istimbat NU Sebuah Kritik”, dalam Jurnal Taswirul Afkar,
No. 4, tahun 1999, hlm. 70.



memiliki tugas untuk mengkaji dalil yang menjadi landasan pemikiran-pemikiran
figh, mereka sukar untuk menghindari kajian pemikiran yang sudah ada, -berpijak
pada para ulama mazhab, tarjih baina al-mazahib-®

Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan
(jama’iyyah diniyyah Islamiyyal) yang berhaluan ahlu as-sunnch wa al-jamaah.
NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, sebagai wadah mempersatukan diri dan
langkah guna memelihara, melestarikan, mengemban dan mengamalkan ajaran Islam
‘ala’ abadi al-mazahib ol-arba’ah dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat
bagi semesta alam.” Dengan kata lain, NU merupakan salah satu organisasi massa
yang secara keseluruhan meyakini bahwa ahly as-sunnah wa al-jama’ah sebagai
mazhabnya.'® Sehingga ketika NU berpegang pada mazhab, berarti mengambil
produk hukum Islam (figh) dari salah satu di antara empat imam mujtahid dan dalam
tataran teologis berpegang pada ajaran imam Asy’ari dan imam Maturnidy.

Dalam kenyataannya NU lebih condong menggunakan figh masyarakat
Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi’i dan terkadang hanya dalam keadaan
tertentu -untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional- berpaling ke mazhab

lain.'' Fenomena tersebut dikarenakan para. penyebar agama Islam di Nusantara

¥ Dede Rosyada, Metode..., hlm. 182.

® Sekertaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar XXX Nahdlotul
Ulama, (Jakarta: Sek. Jen. PBNLU, 2000), blm. 23.

Y Muhammad Sodik, Gejolak Santri Kota Aktivitas Muda NU Merambah Jolan Lain, cet. ke-
1. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), him. 86.

' Sahal Mahfudz, pengantar dalam Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur
Ahkanmul Fuqaha, Solusi Problematika Aktnal Hukum Islam, Keputusan Muktomar, AMunas don
Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999), cet. ke-2, (Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU
Jawa Timur dan Diantama, 2005), him.v. Bandingkan dengan Rumadi, “Pembentukan Tradisi Hukum
Islam” dalam Jursal Taswirul Afkar, hlm. 73. edisi No. 4. 1999,



pada masa lalu sebagian besar bermazhab Syafi'i, yang secara geografis sosiologis
masyarakat Indonesia merasa lebih cocok bermazhab Syafi'i.””

Asumsi ulama NU adalah bahwa ajaran Islam yang benar merupakan ajaran
yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan, diperagakan, diteladankan dan
diamalkan oleh Nabi Muhammad serta dipahami, dihayati, ditira dan diamalkan oleh
para sahabat yang kemudian diwariskan secara beruntun kepada fabi'in, tabi¥ ai-
1abin sampai pada imam mazhab." Ulama NU lazimnya menggunakan pendekatan
tekstual dengan merujuk pada penafsiran dan pendapat ulama terdahulu yang telah
tersusun rapi dalam kitab-kitab klasik abad pertengahan.'*

Ketika suatu persoalan yang termasuk dalam katagori masalah vang secara
nyata terjadi dalam masyarakat (a/-masail al-waqi'ivah) tidak ditemukan jawabanmya
secara eksplisit dalam kitab-kitab tersebui, maka forum pembahasan mengambil
sikap diam (fawaqquf, stagnan). Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa
sebagian besar ulama NU masih merasa belum memiliki otoritas sebagai mujtahid
mutlak. Pen-fawagquf~an hukum dari masalah tersebut dapat memperbesar rasa
kebingungan ummat Islam dalam menjalani aktivitas kehidupan dalam kaitannya

dengan ketentuan hukum agama," khususnya warga NU.

2 Azumardi Azra; Jaringan Uloma Timwr Tengah dar Nusantera Abad XVII dan XVII,
(Bandung: Mizan, 1995), him. 23.

B Masyhor Amin, Jjtihad NU Dalam Bidang Ekornomi, Laporan Hasil Penelitian Individu,
tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 48, khat juga dalam
Mugadimah al- Qanun al-Asasi WU, slih bahasa Mustofa Bisti, Hasil-Hasil Muktamar XXXI
Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Pengurus Besar NU), hlm. 3.

" Muhammad Sodik, Gejoluk ..., him, 77,
5 Malik Madaniy, "Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermazhab (dari Halagoh-Halagoh di

Pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung),” dalam Jurnal al-Jami'ah,
No. 51, tahun 1993, hlm. 24.



Mengingat zaman yang terus perkembangan sementara ist kitab-kitab mazhab
tidak bertambah hingga harus dicari jalan kelnamya untuk menjawab perkembangan
itu dengan tetap di atas jalan bermazhab,'® maka NU baru merasakan kelemahan-
kelemahan mengikuti tradisi mengikuti pendapat imam mazhab secara tekstual di

setiap hampir semua muktamar. Menaggapi fenomena di atas NU menetapkan untuk

menggunakan istinbal joma'i, secara bersama-sama memutuskan permasalahan

dengan metode-metode yang sudah baku dalam kaidah-kaidah figh atau asuf figh
menurut mazhab yang ada.”” Hal ini disampaikan dalam Munas Alim Ulama di
Bandar Lampung. Dalam Munas tersebut, persoalan asuransi dan perbankan fidak
lagi diputuskan berdasarkan kitab-kitab mazhab seperti pada pertemuan-pertemuan
Lajnah Bahtsul Masail Dinivah sebelumnya, tetapi berdasarkan sebuah konsep jadi
yang diajukan kepada Munas setelah menambahkan dalil-dalil dasi al-Qur'an dan as-
Sunnah dan pendapat para ulama (agwalfu al- ‘vlama) dalam rujukan tradisional NU,
serta membicarakannya dalam Munas.'®

Dengan demikian, antara NU dan Persis manakala dihadapkan pada persoalan
hukum agama yang tidak bisa dikembalikan kepada Qanun Asasi tiap-tiap organisasi,
kedua organisasi tersebut harus melakukan ajtihad. Dengan kata lain masalah
kontemporer yang dihadapi Persis dan NU ketika tidak diketemukan dalam khasanah
pemikiran ulama Islam sebelummnya, persoalan yang baru fersebut menunfuf

penanganan yang baru pula, sesuai dengan konteks Islam Indonesia.

16 Muchit Muzadi, NU dan Figh Kontekstual, (Yogyakarta: LKPSM, 1994), him. 170

7 Rifyal Ka'bah, "Formulasi Hukum Dikalangan NU" dalam M. Imaduddin Rahmat (ed.)
Kritit Nalar Figh NU: Transformasi Poaradigma Bahtsul Mosa'il, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002),
him. 40-41.

¥ Rifyat Ka'bah, "Formulasi Hukum di Kalangan NU", dalam Jurnal Taswiral Afkar, tahun
1999, him. 75.



Kaitannya dengan asuransi konvensional yang di dalam dunia Islam
merupakan hal baru dan belum pernah dikenal baik pada masa Nabi Muhammad,
para sahabat, ataupun tabi‘in.’ Di dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satupun
ketentuan yang mengaturnya secara eksplisit, maka dalam Islam persoalan asuransi
termasuk bidang hukum iftihadiyyah, artinga untuk menentukan status hukum
asuransi konvensional masih diperlukan peranan akal fikiran. Untuk mengkaji status
hukum asuransi menurut syariat Islam maka metode ijtihad tidak dapat dielakkan
dalam penentuan hukumnya.”

Sejarah mencatat bahwasanya pada abad kedua belas perjanjian asuransi telah
muncul di Romawi, sedangkan perusahaan asuransi yang periama kali muncul di
Indonesia adalah pada tahun 1843 yang bergerak pada bidang asuransi laut dan
kebakaran dengan nama Bataviance Zee en Brand Assurantie Maatschappij dan pada
tahun 1912 barulah lahir perusahaan asuransi jiwa Bumi Putra sebagai usaha
pﬂbumi.?‘] Adapun dalam tataran realitas kekinian, menurut Muhammad Syakir Sula,
sekitar duabelas persen jiwa bergabung dengan asuransi dari sekitar 210.000.000
jiwa penduduk Indonesia,”” belum termasuk sekian tenaga kerja yang menghidupi
sekian orang dart masing-masing kelvarganya.

Karena astransi konvensional merupakan persoalan ijtihad yang dalam
pendekatan terhadap objek kajian asuransi mernmnculkan perbedaan ulama dalam

menentukan statns hukum maka tidaklah mengherankan sebagian ulama ada yang

¥ Masjfuq Zuhdi, Masail Fighivah, cet. ke-9, (Jakarta: Haji Masagung, 1996), him. 136
% Ibid., him. 126.

2 Ahmad Azhar Basyir, "Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam” dalam Jurnal Ulummul
Cur’an, No. 2, Vol. VII, tahun 1996, hlm. 15.

2 frwan Kelana, "Masyarakat Indonesia masih belum ‘haus' asuransi. Rapublika, (24 Jamuari
2005), him. 17.



menghukumi semua jenis asuransi haram dan sebaliknya halal, ada juga ulama yang
berpendapat bahwa asuransi sosial hukumnya halal tapi asuransi komersial
hukumnya haram dan terakhir menghukuminya syubhat *

Dalam konteks Indonesia, berkaitan dengan masalah-masalah fighiyyah baru
(al-gadaya al-mu‘asirah) terutama dalam masalah asuransi konvensional yang
berasal dari budaya bangsa Barat juga tidak luput dari perbedaan pendapat tentang
status hukumnya. Hal mendasar dari perbedaan keputusan hukum tersebut berkaitan

dengan metodologi serta pemahamannya mengenai konsep sumber hukum Islam
yang dijadikan landasan dalam melakukan proses Zstinbaf hukum. Begitu pula yang

terjadi dengan hasil keputusan hukum dari organisasi keagamaan Persis maupun NU.

Sebagai modernis Persis dalam sidangnya tanggal 15 April 1990 setelah
mendengarkan prasaran dan pendapat scrta masukan argumentasi dan para anggota
dan peserta sidang Dewan Hisbah, menyatakan bahwa asuransi konvensional secara
umum yang mengandung unsur maisir, ribe, gorar, gisy (manipulasi, penipuan) yang
menyalahi hukum kewarisan Islam hukumnya haram, sedangkan asuransi yang tidak
mengandung unsur-unsur tersebut dan yang bersifat saling menolong adalah boleh
(mubah) >

Sedangkan NU sebagai sayap tradisionalis dalam keputusannya melalui
Musyawarah Nasional Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari

1992, mengambil keputusan hukum asuransi berdasarkan jenisnya. Asuransi sosial

3 Masjfuq Zuhdi, Masail ..., hlm. 130.

2 Shiddiq Amien, (ed.), Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam, (Bandung:
Persis Press, 2001), L 130,



hukum dasarnya adalah boleh (mubah) begitu pula dengan status hukum asuransi
kerugian, sedangkan asuransi jiwa status ukwin dasarnya adalah haram, >

Berpijak pada deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi perbedaan
keputusan hukum dari kedua organisasi keagamaan inilah yang kemudian menarik

penyusun untuk mengelaborasi dan mengkomparasikannya.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
dirumuskan permasalahan perjanjian asuransi konvensional sebagai berikut:
1. Bagaimana metode pengambilan keputusan Persis dan NU dalam menetapkan
hukum perjanjian asuransi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan keputusan Persis dan NU dalam

menyatakan hukum perjanjian asuransi?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mendeskripsikan metode pengambilan keputusan yang digunakan
Persis dan NU dalam menyatakan status hukum perjanjian asuransi.
b. “Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan metode dan argumen dalam
pengambilan keputusan hukum perjanjian asuransi yang dipakai oleh
Persis dan NU.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan ilmiah

2 Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur: Ahkamul Fugaha ..., hlm. 477- 478



1) Dapat menjadi media dalam kegiatan ilmiah dan akademik fentang
hukum perjanjian asuransi.

2) Sebagai khasanah kepustakaan bagi para peminat dalam ilmu figh
terutama mengenai asuransi.

b. Kegunaan terapan

1) Dapat memberikan pengertian dan membangkitkan kesadaran bagi
masyarakat tentang hukum perjanjian asuransi sehingga wiemiliki
landasan yang kuat dalam menjalani aktivitas perekonomian.

2) Sebagai media yang memotivasi bagi semua pihak untuk terus
mengkaji dan menelaah tentang asuransi yang sesuai dengan syariat

Islam dan relevan dengan konteks masyarakat kontemporer Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang Persis dan NU telah banyak dilakukan baik dari kalangan Persis
dan NU sendiri maupun dari luar kalangannya, sedangakan pembahasan mengenai
asuransi sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Dalam penelitian ini akan
memfokuskan pada metode pengambilan keputusan hukum yang digunakan oleh
Persis dan NU dalam kaitannya dengan status perjanjian asuransi.

Studi tentang Persisiyang dilakukan Dede Rosyada adalah membahas tentang
istinbat secara khusus, serta telaah metode hukum Islam yang dilakukan Dewan

Hisbah., Pembahasan asuransi menurut Dewan Hisbah Persis divraikan dengan
sepintas lalu, begitu juga bidan kajian muamalat lainnya. Di samping itu dia juga

mengambil bidang kajian masalah ibadah mafidah 2

% Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS, (Jakarta: Logos, 1999).



10

Sementara studi tentang NU dilakukan oleh Muhammad Masyhur Amin
dalam laporan penelitiannya sekedar mengkaji tentang metode ijtihad, masalah
asuransi, bunga dan bursa efek. Pada kajian asuransi hanya memaparkan hasil
keputusan antar waktu, yaitu hasil keputusan Muktamar NU ke- 14 di Magelang pada
1 Juli 1939, hasil keputusan Konbes Pengurus Besar Syuriah NU ke-1 di Jakarta
pada 18-22 April 1960 dan hasil keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung
pada 21-25 Januari 1992.”

Sedangkan Yusuf al-Qaradawi menyoroti relasi antara pemegang polis dan
perusahaan asuransi dengan menyatakan bahwa apabila pemegang polis menjadi
mitra bagi pemilik perusahaan asuransi maka setiap nasabah harus ikut menanggung
kerugian atau mendapatkan kerugian pihak perusahaan. Alasan yang mengatakan
bahwa pihak nasabah dan pihak perusahaan asuransi telah saling merelakan dan lebih
memahami kepentingan mercka sendiri adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan.
Walaupun Islam menentang perusahaan asuransi modern dengan segala bentuk
praktek transaksinya bukanlah berarti memerangi ide asuransinya sendiri.”® Sorotan
ini tidak terlepas dari pengaruh ruang dan waktu yang melingkupinya.

Adapun yang telah mengulas tentang asuransi secara khusus adalah karya
Muhammad Muslehuddin. Dalam bukunya mendiskripsikan asuransi dari aspek
sejarah perkembangannya selama ini, dia juga memaparkan pendapat hukum para
ulama baik yang sefuju maupun yang menolak asuransi. Pada akhir tulisannya, dia
juga mengobsesikan konsep asuransi berdasarkan hukum Islam yang terlepas dari

perdebatan para pakar hukum Islam.”

27 Muhamad Masyhur Amin, [jfihad..., him. 56-61.

28 yusuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Tsiam, cet. ke-9, (Kairo: Dar al-Ma'rifat,
1985), him. 249-253.

2 pMyhammad Muslehuddin, Asuransi Dalam Islam, alih bahasa. Wardana, cet. ke-2,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1967), him.14-213.
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Kemudian Ali Yafie memaparkan tentang asuransi dari aspek sejarah
perberkembangnya dan memaparkan pendapat para ulama dalam status hukum
asuransi konvensional. Dalam akhir tulisanya dia menginginkan adanya model
asuransi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang sesual dengan
kepribadian Bangsa Indonesia.™

Kalimatul Sa‘diyah dalam skripsinya telah mencoba mengkomparasikan
metodologi pengambilan keputusan hukum dari kedua organisasi tersebut dalam
masalah bunga bank dan tidak membahas perjanjian asuransi.”’

Akan tetapi, sepanjang pengamatan penyusun dalam penelusuran data
kepustakaan tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkomparasikan
metode pengambilan hukum antara Persis dan NU mengenai perjanjian asuransi, oleh
karena itu juga peneliti tertarik untuk membahas hasil keputusan hukum dari kedua

organisasi yang berbeda haluan tersebut berserta metode pengambilan hukumnya.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah
yang. mengatur. perilakn kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya.”

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam adalah pondasi yang

30 A1 Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1995), him. 205-230.

3 Kalimatul Sa’diyah, Studi Komparatif terhadap Metode Pengambilan Keputusar Hukum
Mengenai Bunga Bank antara NU dan Persis, skeipsi sarjana TAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan,
{Yogyakarta, 2001).

2 jyosept Schacht, An Iniroduction fo Islamic Law, (London: Oxsford University, 1971),
him.1.
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ditetapkan Allah atas seluruh aktivitas umat Islam yang kemudian identik dengan
syari’ah.

Tidak ada polarisasi di kalangan umat Islam bahwa sumber hukum Islam
(masadir al-ahkam) adalah al-Quran dan as-Sunnah. Oleh karenanya bagi setiap
muslim yang cakap hukum (mukallaf) dituntut untuk menerima ketentuan-ketentuan
dari al-Qur’an dan as-Sunnah secara Jaffah Paradigma ini juga dipakai oleh Persis
dan NU, dengan metodelogi yang telah tertuang dalan ADRT Persis dan NU.

Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang pertara. Al-Qur'an selain
menjadi sebuah kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur legislasi, karena secara
pragmatis, al-Qur’an banyak merefleksikan ide-ide vang merupakan representast
otentik dari peristiwa-peristiwa pada masa nabi, sehingga ia tidak bisa lari dari
seluruh praktek dan institusi sosial yang dominan saat itu. Oleh karena itu untuk
memahami al-Qur’an dengan benar dan lengkap, maka perlu dipahami posisi Nabi
Muhammad dengan al-Qur’an yang dibawanya. Al-Qur’an menyatakan bahwa Nabi
Muhammad merupakan nabi yang terakhir, konsekuensi dari pernyataan tersebut
adalah ajaran yang dibawanya diharapkan harus selalu relevan sepanjang zaman.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan ajaran yang up
io date jauh ke depan inilah yang menjadi sebab munculoya nas-nas normatif-
universal. Nas-nas ini senantiasa membutuhkan yjtihad yang merupakan prinsip gerak
(the principle of movement) dalam struktur Islam.** dengan metode-metode yang

tepat untuk menemukan formula hukum yang terkandung dalam nas, sesuai dengan

» 3 ghoiruddin Nasution, “Ushul Figh: Sebuah Kajian Figh Perempuan” dalam Ainurrafiq
(ed)), Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-
Ruzz, 2002}, Km. 250.

»34 Muhammad Igbal, The Recontruction of Religious Thought in Islen, alih bahasa Osman
Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), him. 204.
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situasi konteks yang terjadi. Seiring dengan perubahan dan perkembangan
masyarakat, ijtihad haruslah senantiasa digerakkan untuk melakukan perumusan dan
pembacaan baru terhadap problematika yang muncul. Tjtihad-ijtihad dan metode-
metode baru sangat penting dan periu untuk digunakan. Hal itu dimaksudkan untuk
mewujudkan hukum Islam yang salih fi kull az- zaman wa al-makan.

Persis dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam adalah mengambil dari
al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, sebagaimana dikuatkan oleh Abu al-
Ghifari, seorang anggota Dewan Hisbah, bahwa Persis adalah organisasi militan
yang sangat tegas memegang cita-cita kembali pada al-Quran dan as-Sunnah.*
Dalam membahas perjanjian asuransi, Persis menukil ayat-ayat dan al-Hadis sahih
(al-ahadis as-sahihal) yang berhubungan dengan sifat alamiah manusia dalam
kehidupan sosial dan yang berhubungan dengan perikatan-perikatan muamalat.

Berbeda dengan Persis, NU dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam
tidaklah secara langsung, melainkan dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah
satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara gauli dan
ketika dalam kasus hukum tidak ditemukan gaw/ sama sekali yang memberikan
penyelesaian, maka tekhnik 'i/hag al-masail bi nazaitiha secara jama’i oleh para
pakamya sebagai prosedur berikutnya, namun apabila tidak mungkin dilakukan

ilhag, maka bisa dilakukan istinbat jama'i dengan, prosedur bermazhab secara

manhaji oleh para pakamya.3 ® Dalam persolan hukum perjanjian asuransi yang

dibahas dari Keputusan Munas Alim Ulama NU tanggal 21-25 Januari 1991 di

Bandar Lampung menggunakan istinbat jama’i dengan prosedur bermazhab secara

¥ Abu Al-Ghifari, “Sejarah Dewan Hisbah.. .I: 3.

% ajnah Ta’lif wan Nasyr (L'TN) NU Jawa Timur: Abkannd Fugaha ..., him. 470-471.
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manhaji oleh para pakarnya. Keadaan ini menggambarkan komitmen figh terhadap
masalah-masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer yang penuh dinamika.
Tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi sebagai bagian muamalat merupakan
persoalan yang langsung mengangkat pergaulan hidup manusia yang bersifat
dominan, namun nilai agama selalu berkait dengan tanpa dapat dipisahkan. Oleh
karenanya nilai agama dalam muamalat pada prinsipnya mengakui setiap gerak
langkah perekonomian agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua beleh pihak
dan sekaligus menciptakan kemaslahatan, untuk itu prinsip dasar muamalat sebagai
pijakan bertindak mesti diperhatikan.3 7 Hukum muamalat adalah qpamkan»pamkan
yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat.”® Oleh al-Qur’an
hukum muamalat lebih banyak menuturkan prinsip-prinsipnya saja, yang kemudian
dijelaskan oleh Nabi Muhammad secara aplikatif. Sejalan dengan prinsip-prinsip
umum penetapan hukum Islam yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan.”
Pengambilan keputusan hukum asuransi antara Persisi dan NU setidaknya
dapat diambil konklusi dan titikk simpul bahwa telah terjadi distorst sehingga
memberi ‘jmplikasi hukum' di’ kalangan. kaum~ muslimin di Indonesia. Persis
menyatakan bahwa asuransi konvensional secara umum yang mengandung unsur
maisir, 7ibd, garar, gisy yang menyalahi hukum kewarisan Islam adalah haram,

sedangkan asuransi yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut dan yang bersifat

¥ Choiruman Pasaribu, Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjion Dalam Isiam, {Jakarta:
Sinar Grafika, 1994), hlm. 17.

3 Abmad Ashar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas
Hukum UI1, 1990), him. 7.

* Muyhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, alih bahasa
Yudian W. Asmi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), him, 229.
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tolong-menolog adalah boleh (ibahak). Sedangkan NU mengambil keputusan

hukum asuransi berdasarkan jenisnya. Asuransi sosial dan asuransi kerugian hukum

dasarnya adalah boleh (jbafalt), adapun asuransi jiwa status hukum dasarnya adalah

haram.' Dalam hal ini, permasalahan dasar yang melatarbelakangi perbedaan

pendapat tersebut adalah terletak pada metode pengambilan keputusan hukumnya.

Selain itu, untuk mengetahui lebih jauh landasan hukum yang dapat dijadikan

pijakan dari perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi oleh perbedaan metode

pengambilan keputusan hukumnya dari kajian figh tersebut perlu juga diperhatikan:

L

)

Ayat-ayat yang dijadikan pondasi dalam menentukan aktualisasi hukum
Tslam oleh Persis dan NU khususnya yang berkaitan dengan asuransi.
Al-Hadis yang berhubungan dengan pokok masalah.

Kaidah fighiyyah ataupun usuliyyah yang membantu pencarian sol usi hukum.
Pendapat dari ulama yang memberikan relevansi dengan kedua organisasi
tersebut, sebagai perbendaharaan teori-teori bagi pemecahan persoalan-

persoalan hukurn perjanjian asuransi menurut Persis dan NU.

Metode Penelitian

Setiap peneliti selalu dihadapkan pada persoalan yang menuntut jawaban

yang sistematis dan akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode untuk

melakukan penelitian guna memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan

% Shiddiq Amien, (ed.), Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam, (Bandung:

Persis Press, 2001), L 130,

4 Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur: Ahkannd Fuguha ..., Bm. 477-478.
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yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam melakukan penelitian dalam skripsi

ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu
menelaah buku-buku yang membahas tentang persolan asuransi dan literatur
yang mengkaji tentang NU dan Persis terutama tentang metode pengambilan
hukum beserta produk hukumnya.

Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-komparatif
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan
atan melukiskan keadaan dan membandingkan obyek peneiiﬁanﬁz Artinya
penyusun memaparkan dan menjelaskan metode pengambilan keputusan
hukum dari Persis maupun NU, kemudian penyusun membandingkan
keputusan hukum asuransi fersebut dengan cara mengurai data yang
tcrkump}ll, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Pendekatan

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu usaha
untuk menjelaskan tentang status hukum, asas-asas hukumnya serta nilai-nilai
dasar perjanjian asuransi, dengan melihat metode pengambilan keputusan
hukum Persis dan NU dilihat dari prespektif hukum Islam. Artinya, penelitian

ini juga dilihat dari kaidah usuliyyah maupun fighiyyah.

42 tadawi Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University

Press, 1995), hlm.63.
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4. Pengumpulan data
S Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literer.
Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyelusuri karya-karya baik
berupa buku, artikel, makalah dan selainnya yang mempunyai relevansi
dengan permasalahan yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, data tersebut
dibedakan atas sumber utama (primer) dan data penunjang (sekunder).
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya dari kedua organisasi
tersebut. Data primer dalam Persis diambilkan dari Putusan Sidang Hisbah
periode ke-1 tanggal 15 April 1990 di Bandung, sedangkan data primer dari
NU diambil dari Keputusan Munas Alim Ulama tanggal 21-25 Januari 1991

di Bandar Lampung. Adapun data sekunder bersumber dari karya yang ditulis

oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.
5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan metode
komparatif, vaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama, baik
yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat
bertentangan.* Dalam langkah penelitian ini, data yang terkumpul ditarik
satu kesimpulan. Dalam hal ini, metode pengambilan keputusan hukum Persis
dan NU ini dijadikan acuan dalam memaparkan metode pengambilan
keputusan hukum perjanjian asuransi dari kedua organisasi ini sehingga
diketahui persamaan maupun perbedaannya dan dapat ditarik kesimpulan

yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

“2 Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelition Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1992), him. 71.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pokok-pokok bahasan secara
sistematis yang terdiri dari enam bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub
sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai beriku

Bab satu berisi latar belakang masalah yang memuat alasan pemunculan
masalah yang menjadi obyek penelitian. Pokok masalah merupakan penegasan
terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan dan manfaat
yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. Telaah pustaka sebagai penelusuran
atas literatur yang berhubungan dengan obyek penelitiaan. Kerangka teoretik
menyangkut kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan permasalahan.
Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh
dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya
mensisiematiskan penyusunan,

Selanjutnya, untuk memberikan gaxﬁbaran yang jelas, maka pada bab dua
dikemukakan tinjavan uymum tentang gambaran asuransi secara umum, meliputi
sejarall perkembangan; pengertian, prinsip dasar, syarat perjanjian, penggolongan,
syarat umum polis, serta wacana asuransi dalam Islam. Pemaparan ini dimaksudkan
untuk memetakan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi.

Bab ketiga mendeskripsikan sejarah perkembangan Dewan Hisbah Persis,
konsep sumber hukum, metode istinbat hukumnya serta keputusan hukum perjanjian

asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh dari hasil keputusan

Dewan Hisbah Persis.
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Kemudian pada bab keempat mendeskripsikan sejarah perkembangan Bahtsul
Masail NU, konsep sumber hukum, metode isfinbat hukumnya serta keputusan

hukum perjanjan asuransi. Hal ini juga dimaksudkan untuk memahami hasil
keputusan Bahtsul Masail NU secara utuh.

Bab kelima memuat analisis komparasi metode pengambilan keputusan
hukum mengenai perjanjian asuransi antara Persis dan NU

Sedangkan pada bab keenam merupakan bab terakhir yang berisi tentang
kesimpulan atas persoalan yang diteliti serta saran-saran dari penyusun yang

berkenaan dengan obyek penelitian.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diteliti dan dicermati secara seksama tentang keputusan hukum

Persis dan NU pada persoalan asuransi yang bertumpu pada uraian bab-bab

terdahulu terutama Bab V maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Sebagaimana gerakan pembaharuan pada umumnya, Persis merupakan
sosok yang senantiasa berusaha untuk merujuk langsung terhadap teks yang
berupa al-Qur’an dan as-Sunnah secara langsung dalam proses pengambilan
hukumnya. Dalam melakukan isfinbaf hukum terhadap perjanjian asuransi,
Dewan Hisbah Persis memakai istidla/ melalui kaidat-kaidah bahasa (a/-
istidlal bi al-gawai'd al-lughawiyyah), namun dalam perjalanannya tidak
terlepas dari pendapat-pendapat para ahli figh. Adapun NU merupakan
organisasi yang terang-terangan menyatakan memakai paradigma transfer
ilmu secara turun temurun dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi‘in
hingga ke para ulama mazhab. Dalam melakukan /stinbaf hukum terhadap
perjanjian - asuransi Lajnah Bahtsul Masail NU menggunakan metode
istinbat melalui al-qawai’d  al-fighiyyah dan  ataupun- al-qawai’d al-
usuliyyal’ guna mementhi maqdsid asy-syari’ah (tujuan yang diinginkan
syara’ dalam menetapkan hukum) yang berupa maslahah ‘ammah, yang
tidak lepas dari manhaj al-aimah al-arba’ah fi al-mazhab dan dengan
Indonesia sebagai kontekstualisasinya. Setidaknya bentuk kontekstualisasi
adalah dengan memakainya aturan pemerintah dan praktek yang sifatnya

kasuistik sebagai dasar penetapan hukum, disamping aturan pemerintah
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yang ada juga analisis dampak baik positif mavupun negatif ditinjau dari
prespektif sosial ekonomi, sosial budaya maupun sosial politik.

2. Mengenai status hukum asuransi, Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail
sepaham dalam kaitannya dengan kewajiban memenuhi prinsip-prinsip
muamalat. Perbedaannya adalah, Dewan Hisbah memutuskan asuransi yang
mengandung unsur maisir, riba, garar, gisy yang menyalahi hukum
kewarisan Islam, hukumnya haram. Sedangkan asuransi yang bersifat
ta'awuni yang tidak mengandung unsur-unsur yang tersebut di atas status
hukumnya mubah, Menurut Bahtsul Masail NU, asuransi sosial
diperbolehkan dengan syarat termasuk akad syirkah ta'awuniyyah yang
diselenggarakan Pemerintah. Asuransi kerugian hukumnya boleh apabila
merupakan persyaratan bagi obyek yang menjadi agunan bank dan tidak
dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan Pemerintah. Sedangkan
asuransi jiwa haram kecuali apabila mengandung unsur seving, pada saat
transaksi pihak tertanggung berniat menabung pada penanggung sedang
pihak penanggung berniat menyimpan dengan cara yang dihalalkan syariat
Islam, termasuk tidak adanya vang yang dinyatakan hangus.

B. Saram-saran

Harus diakui bahwa Persis dengan Dewan Hisbahnya dan NU dengan
Lajnah Bahtsul Masailnya merupakan dua organisasi Islam Indonesia yang
memiliki komitmen dan wawasan keislaman yang luas. Keduangya telah
membuka cakrawala baru bagi diskursus pemikiran keislaman, khusudnya di
Indonesia. Tawaran metodologi dari kedua organisasi tersebut sangat layak untuk
di respon secara positif, bahkan dipergunakan -bila sesuai- untuk menjawab
persoalanQpersoalan yang ada di Indonesia, terlepas dari kelemahan-

kelemahannya —yang bagaimanapun- sangat manusiawi.
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